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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti 

mengambil beberapa gagasan yang mendasar sebagai kesimpulan atas keseluruhan 

isi yang telah dibahas sebagai berikut: 

1. Akuntabel 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka bertanggung 

jawab untuk membuat dan menyerahkan laporan kinerja pertanggung jawaban 

terhadap kepala daerah agar dapat dievalusi yang dimana termuat didalamnya 

tentang jenis-jenis pelayanan atau program, jumlah anggaran dan pencapaian 

kinerja. Kemudian memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan dari tahap 

perencenaan sampai pada tahap pengawasan namun belum efektif secara baik 

dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan kepuasan atas 

pelayanan yang diberikan karena proses yang lama dan syarat yang cukup banyak 

sehingga masyarakat berpikir ada unsur kesulitan. 

2. Transparansi 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka dalam 

implementasi prinsip transparasi masih kurang dalam aspek informasi atau 

mensosialisasi apa yang menjadi peran PUR tentang pentingnya izin mendirikan 
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bangunan untuk masyarakat maupun untuk daerah walaupun sudah memberikan 

kebebasan untuk mengakses informasi melaluia web atau laman yang ada. 

3. Keadilan 

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka 

cukup adil dan merata dalam memberikan pelayanan namun dikatakan bahwa 

efektif belum sebab masih ada yang berasumsi bahwa setiap orang tentu 

memperhatikan hubungan kekeluargaan diamana itu berada. 

4. Sederhana 

Mekanisme dan prosedur pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang kabupaten Malaka belum sederhana sebab syarat-syarat untuk 

mendapatkan surat izin mendirikan bangunan terlalu kompleks sehingga 

membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memilikinya. 

5. Partisipatif 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka memberikan 

ruang terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelayanan agar 

berlangsung secara baik dan memenuhi target yang ingin dicapai. 

6. Bekerjalanjutan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang bekerjalanjutan selalu 

mengadakannya melalui rencana pembangunan strategis sekali dalam satu masa 

kepemimpinan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan beberapa hal yang 

berkaitan dengan Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Malaka yaitu: 

1. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka harus 

lebih bertanggung jawab dalam penyelengraan pelayanan izin mendirikan 

bangunan sehingga ada keselerasan dengan ketepatan waktu pelayanan yang sudah 

ditargetkan. 

2. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka harus 

lebih terbuka dalam memberikan informasi serta penjelasan secara konkrit tentang 

penggunaan dan fungsi izin mendirikan bangunan sehingga masyarakat 

berantusias untuk memiliki surat izin mendirikan bangunan. 

3. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka untuk 

lebih adil dalam memberikan pelayanan tanpa harus memandang dia itu siapa atau 

menghapus sistem diskriminasi. 

4. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka agar 

dapat membuat sesederhana mungkin prosedur dan mekanisme pelayanan izin 

mendirikan bangunan sehingga dapat dijangkau secara mudah dan cepat oleh 

masyarakat. 
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5. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka untuk 

memberikan ruang kepada masyrakat dari tahap perencenaan hingga tahap 

pengawasan tentang pelayanan dan pembangunan. 

6. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka harus 

lebih jelih dalam merencenakan pelayanan dan pembangunan bekerjalanjutan agar 

dapat kesinambungan antara kerja sebelumnya dan kerja selanjutnya. 
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